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The problem of lack of geographical space combining
by the increasing number of population h as led
Singaporean government to proceed a national policy
on reclamation. However such a policy has detrimental
impacts on the Indonesian -Singaporean bilateral
relations that may generate potential conflicts in the
future. The process of reclamation by Si ngapore may
create a potential delimitations conflict in the
Indonesia-Singapore borderline since the reclamations
will detain Indonesian sovereignty. The government
should take more serious concern with the potency of
the conflict by increasing the awareness of the security
along the Indonesian borderline.
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Pendahuluan
Reklamasi adalah proses perluasan wilayah yang dilakukan secara
sengaja oleh negara bersangkutan dengan eara mel akukan pengerukan
wilayah. Bagi Singapura, reklamasi merupakan kebijakan nasional
yang ditujukan bagi kepentingan nasionalnya. Hal ini sejalan dengan
kebijakan pembangunan fisik Singapura dalam Concept Plan 2001

yang didasari atas visi Singapura 40 -5o tahun mendatang dengan
proyeksi penduduk 5,5 juta orang dengan peningkaian kebutuhan
wilayah bagi perumahan, industri,  rekreasi, infrastruktur,
penampungan air, keperluan militer, dan kebutuhan -kebutuhan teknis
pendukung operasional Bandara Changi. Sejalan den gan itu, Concept
Plan 2001 menargetkan reklamasi lanjutan Singapura untuk
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mening,katkan 15% luas wilayah Singapura tahun 2006 (KIIRI
Singapura, 2004: 31-32).

Melalui reklamasi, wilayah daratan Singapura telah bertambah dari
58o km menjadi 68o km, atau dari 58.000 hektar menjadi 68.000
hektar (Reldamasi Versus Kedaulatan, 2004: 35). Proses  reklamasi
yang masili berjalan di Singapura antara lain reldamasi penibangunan
terminal III Bandara Changi, Pulau Tekong, Tuas View Extention, dan
Jurong Island tahap IV. Apabila proyek reklamasi ini bisa cliselesaikan,
maka wilayah Singapura akan bertamb ah menjadi seluas 15.214 hektar
(KBRI Singapura, 2004: 35)
Sejak Singapura melakukan reklamasi pada 1966, luas wilayah negara
ini bertambah hingga meneapai 697,2 km 2 dari luas wilayahnya pada
1960, yaitu 581,5 kin2. Singapura juga memiliki masterptun reklamasi
hingga luas wilayalinya mencapai 774 kin`' pada tahun 2010. Hal ini
berarti wilayah Singapura akan bertambah hingga i6o km 2 (Laporan
Akhir Departemen Kelantan dan Perikanan, 2003).

Berikut adalah tabel dari Year Book of Statistic Singapore up to 2006
yang menunjukkan bertambahnya wilayah Singapura pasca reklamasi:

Tabel 1.1
Tabel Perkembangan Wilayah Singapura

Tahun Luas Wilayah
(km2)

Penambahan Lahan
(km2)

1960 58o 0
1966 581,5 1,5
1975 596,8 15,3
1985 620,5 39
1995 647,5 66
2005 699 117,5

Perkiraan Luas 760 180
Setelah Reklamasi

Sumber: "Mertlaga Pasir Derni Kedaulatan", dalcun Kompas, 17 Mart t 2007
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Reklamasi Singapura tidak dapat dilepaskaii dari kcbcradaan
Indonesia sebagai penyuplai utama pasir laut dan pasir da pat.
Perusahaan-perusahaan Singapura melakukan impor kebutuhan pasir
untuk reklamasi tersebut dari Indonesia karena alasan ekonomis, yaitu
efisiensi dan efektifitas biaya yang dikeluarkan (Tempo, 26 Februari -4
Maret 2007).

Faktor lain yang mengaitkan reklamasi Singapura dengan Indonesia
adalah posisi reklamasi yang berhadapan langsung dengan rvilayah
kedaulatan Indonesia di Kepulauan Mau. Perbatasan Indonesia -
Singapura ini berjarak tidak lebih c -lari 24 mil. Jarak terjauh perbatasan
antara Indonesia dengan Singapura pascarehlamasi adalah 14,33 km di
perbatasan Pulau Nongsa (Indonesia) dengan Chan gi. Airport
(Singapura), sedangkan jarak terdekat adalah 4,54 km di perbatasan
pulau Batu Berhanti (Indonesia) dengan Pulau Sakijang Pelepah
(Singapura) (Kompas, 17 Maret 2007). Itulah sebabnya, keclua negara
tidak memungkinkan untuk memiliki laut teritorial sejauh 12 mil. Oleh
karma itu, diperlukan pembiearaan antara kedua negara untuk
rnenentukan penetapan garis teritorial seperti diatur dalarn pasal 15
UNCLOS 1982.

Reklamasi dan Kekhawatiran Pihak Indonesia
Proyek reklamasi menimbulkan ketegangan antara pihak Indon esia
dengan Singapura. Dari pihak Indonesia, reklamasi dikhawatirkan
mengganggu kedaulatan teritorial Indonesia. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya reaksi keras dari berba.gai elemen, seperti pernyataan
Ketua DPR Agung Laksono, yang mengatakan bahwa Perneri ntah
Indonesia sebaiknya menarik Duta Besar Indonesia untuk Singapura,
Ashok Kumar Mirpuri, sebagai bentuk protes terhadap sikap
Pernerintah Singapura yang tents menambah daratan negaranya
hingga 12 mil laut menjorok he wilayah daratan Indonesia (Suara
Karya, 22 Februari 2007).
Hal serupa juga dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S., yang mengingatkan
bahwa ekspor pasir dari Kepulauan Riau untuk Singapura bisa
menggeser garis perbatasan laut Indonesia -Singapura. Senada dengan
Widodo, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bereneana
melayangkan nota protes keberatan jika reklamasi Singapura
memengaruhi pertahanan dan keamanan di Tanah Air (Kompas, 17
Maret 2007).
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Sejunalah pernyataan para pejabat Indonesia di atas menunjukkan
adanya kekhawatiran bahwa reklamasi Singapura akan mengganggu
kedaulatan bangsa Indonesi a. Lebih spesifik, dikhawatirkan reklamasi
akan menggeser garis perbatasan Indonesia -Singapura. Hal ini juga
didasarkan pada fakta bahwa reklamasi telah menyebabkan daratan
Singapura maju sejauh 12 km dari original base line perjanjian
perbatasan Indonesia-Singapura pada tahun 1973 (Departemen Luar
Negeri, 2006).

Teori Segitiga Konflik dan Analogi Konflik Bawang Bombay

Menurut Johan Galtung, untuk melihat potensi konflik akibat proses
reklamasi yang dilakukan oleh Singapura, maka dapat digunakan teori
segitiga konflik. Dia mengatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai
sebuah segitiga, dengan kontradiksi sikap (A) dan perilaku (B) pada
puncak-puncaknya (Miall, et.al., 2000: 20-21).

Gambar 1.2

Segitiga Konflik Johan Galtung

Kontradiksi

Sikap Perilaku

Melalui segitiga konflik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sebuah
konflik yang tidak simetris, kontradiksi ditentukan oleh pihak -pihak
yang bertikai, hubungan mereka, dan benturan kepentingan inheren
antara mereka dalam berhubungan. Sikap yang dimaksud termasuk
persepsi pihak-pihak bertikai dan kesalahan persepsi antara mereka
dan dalam diri mereka sendiri.

Jadi, ketika ada perbedaan persepsi atau ketidaksesuaian antara sikap
dan perilaku dapat dikatakan terjadi sebuah konflik. Selain itu, Fischer
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mengatakan bahwa konflik adalah huhungan antara dua pihak atau
lebih (individu atau kelompok) ya ng naerniliki, atau yang merasa
memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Dalam perilaku konflik,
ada yang dinamakan sebuah konflik laten, ketika konflik tersebut
sifatnya tersembunyi dan belum diangkat ke permukaan (Fischer,
2001: 6).

Di sisi lain, analogi alat bantu teori konflik bawang bombay dapat
digunakan untuk menjelaskan bagaimana potensi konflik terjadi akibat
reldamasi yang dilakukan oleh Singapura. Analogi bawang bombay
dibuat berdasarkan analogi sebuah bawang bombay dan lapisan -
lapisannya. Lapisan terluar merupakan posisi -posisi kita di depan
umum, yang dapat dilihat dan didengar oleh semua orang. Lapisan
pokok yang kedua adalah kepentingan kita, yaitu apa yang ingin kita
capai dari suatu situasi tertentu. Lapisan terakhir yang merupakan inti
adalah kebutuhan-kebutuhan terpenting yang perlu kita penuhi.
Analisis ini dilakukan pada kedua belah pihak (Fischer, 2005: 27),
Dalam analogi konflik bawang bombay, potensi konflik dijelaskan
dalam lapisan-lapisan posisi, kepentingan, dan kebutuhan.

Gambar 1.3
Gambar Analisa Potensi Konflik Bawang Bombay'

Keterangan:
Hijau : Posisi, apa yang kita katakan tentang apa yang kita inginkan
Kuning : Kepentingan, apa yang sebenarnya kita inginkan
Putih : Kebutuhan, apa yang harus kita miliki

Somber: (Fischer; 2005; 27)

' Lapisan-lapisan dalam analisa bawang Bombay adalah lapisan yang bukan menjelaskan
mengenai kedalaman sesuatu, akan tetapi lebih merupakan lapisan -lapisan yang memhedakan
antara posisi, kepentingan, dan kebuuhan.
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Dengan demikian, potensi konflik dapat dilihat  dari  adanya
ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku sehingga t erjadi sebuah
incompability atau ketidaksesuaian (Miall, et.al., 2000: 20-21).
Ketidaksesuaian sikap dan perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai
sebuah konflik laten ketika belum muncul di permukaan. Hal ini
terjadi pada kasus reklamasi Singapura. Potens i konflik yang terjadi
akibat proses reklamasi yang dilakukan oleh Singapura adalab sebuah
bentuk perilaku konflik laten, karena ada indikasi terjadi fakta
incompability di lapangan antara Indonesia dan Singapura. Akan
tetapi, perilaku konflik tersebut bel um muncul di permukaan (sampai
saat ini, pemerintah Indonesia dan Singapura secara diplomatik
mengatakan bahwa tidak ada masalah perbatasan di antara keduanya,
namun fakta di lapangan menunjukkan terjadinya incompability di
daerah perbatasan Indonesia -Singapura, sekitar daerah reklamasi).

Potensi Konflik Akibat Interpretasi Berbeda
terhadap UNCLOS 1982

Kasus reklamasi Singapura tidak dapat dipisahkan dari ketentuan -
ketentuan dalam Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982. Hal ini
dikarenakan UNCLOS sebagai sat u-satunya rujukan bagi negara negara
yang memiliki masalah dengan wilayah laut. Walaupun sebetulnya
UNCLOS 1982 tidak mengatur secara spesifik mengenai masalah
reklamasi, tetapi interpretasi dalam pasal -pasal UNCLOS tetap
digunakan sebagai rujukan.
Permasalahan reldamasi Singapura menimbulkaan berbagai macaw
interpretasi dalam kaitannya dengan ketetuan UNCLOS 1982.
Penyebabnya, belum ada aturan atau pasal yang spesifik dari UNCLOS
yang mengatur mengenai reklamasi. Meskipun begitu, ada beberapa
pasal dalam UNCLOS yang dapat diinterpretasikan dalam proses
reklamasi, yaitu:
1. Pasal 6o ayat 8 dalam UNCLOS
Pasal ini menyebutkan antara lain bahwa pulau buatan, instalasi, dan
bangunan tidak mempunyai status pulau, sehingga tidak merniliki laut
teritorialnya sendir i. Kehadirannya juga tidak memengaruhi
penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas
kontinen. (UNCLOS 1982, pasal 6o, ayat 8). Itu berarti batas wilayah
dua negara ditentukan dengan batas -batas alamiah. Artinya,
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penambahan wilayah darat melalui proyek reklamasi darat tidak
mengubah batas wilayah kedua negara.

Pasal tersebut juga menyebut mengenai struktur, reklamasi, ataupun
pulau buatan tak akan mengubah delimitasi (garis batas) laut
teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).
Sehingga, dapat diinterpretasikan bahwa base point hanya bisa diukur
dari pulau terluar yang alamiah, bukan dari dara tan hash reklamasi.
Dengan kata lain, Ineski daratan Singapura bertambah, wilayah
perairannya tidak serta merta ikut maju dan berpengaruh pada
kedaulatan wilayah perairan Indonesia (Juwana, 2007).
Pihak pemerintah Indonesia dapat menggunakan argumen penafsiran
pasal ini, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia tidak akan terganggu,
meski Singapura melakukan proyek perluasan wilayah melalui
reklamasi, sepanjang tidak melanggar garis perbatasan yang telah di
sepakati kedua belah pihak melalui perjanjian perbatasan wilayah.
2. Pasal n dalam UNCLOS
Pasal it antara lain menyebutkan bahwa: "Untuk tujuan delimitasi laut
territorial, bagian terluar instalasi pelabuhan yang merupakan bagian
integral dari pelabuhan dapat  diperlakukan sebagai bagian dari
pantai." Pasal ini juga menjelaskan jauh secara teknis dalam
Petunjuk Aspek Teknis UNCLOS (TALOS) yang menyatakan instalasi
pelabuhan tersebut meliputi struktur permanen buatan manusia di
sepanjang pantai dan merupakan bag ian integral dari sistem
pelabuhan seperti pelindung pantai, dermaga, fasilitas pelabuhan lain,
terminal pantai, dinding laut. Instalasi pelabuhan semacam itu bisa
digunakan sebagai bagian dari garis pangkal untuk delimitasi laut
territorial dan yurisdiksi  maritim lainnya.
Scandainya reklamasi pantai yang dilakukan Singapura bertujuan
untuk membangun struktur seperti yang dimaksud oleh Pasal it
UNCLOS, maka jelas instalasi semacam itu bisa digunakan sebagai
garis pangkal. Akibatnya, garis pangkal yang berub ah berpotensi
mengubah klaim maritim Singapura menjadi lebih ke selatan
mendekati Indonesia (Warsana, 2007).
Berdasarkan interpretasi terhadap pasal ini, maka reklamasi yang
dilakukan Singapura untuk keperluan fasilitas -fasilitas pelabuhan akan
dapat diukur sebagai titik pangkal penarikan garis perbatasan.
Indonesia harus mewaspadai terhadap klaim interpretasi dari pasal
ini.
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3. Paso! 1,5 dalam UNCLOS
Pasal 15 antara lain menyebutkan mengenai penetapan garis batas taut
teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau
berdampingan. Bahwa untuk dapat menetapkan batas laut teritoialnva,
maka tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang
sebaliknya diantara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya
melebihi batas tengah yang titik -titiknya sama jaraknya dari titik -titik
terdekat pada garis -garis pangkal darimana lebar laut teritorial
masing-masing negara diukur.
Tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku jika terdapat Masan hak
historis atau keadaan khusus lainnya. Hal ini berarti wilayah perairan
Indonesia-Singapura haruslah diselesaikan dengan perundin gan di
antara kedua belah pihak, dimana negara tidak berhak untuk melebihi
batas tengah perairan. Dalam proses perundingan tersebut, masing-
masing negara akan menggunakan berbagai argumen dan pasal -pasal
yang tertera claim] UNCLOS 1982.

Berdasarkan interpretasi terhadap ketentuan -ketentuan UNCLOS
mengenai reldamasi tersebut, maka ada celah -celah dari masing-
masing negara, baik Indonesia maupun Singapura, untuk mengajukan
argumen masing-inasing terkait perrnasalaban reklamasi Singapura
dan dampak delirnitasi batas wilayah.

Potensi Konflik Akibat Behan Tuntasnya
Perjanjian Perbatasan Indonesia -Singapura Tahun 1973

Indonesia dan Singapura telah menyepakati batas maritim
internasional di Selat Singapura. Kedua negara menandatangani
perjanjian batas Taut territor ial pada tanggal 25 Mei 1973, yang
menetapkan enam titik batas yang lebih dikenal dengan sebutan v-line
sebagai titik belok garis batas. Sejak kedua negara rneratifikasi, maka
perjanjian tersebut secara resmi berlaku dan mengikat secara hukum.
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Berikut ini isi perjanjian perbatasan Indonesia -Singapura:

Ar t i c l e I

1. The boundary line o f the territorial seas of the Republic of Indonesia and the Republic if
Singapore in the Strait drawn between points, the co -ordinates of which are as follows:

Points Latitude North Longitude East

I 1 to' 46". 0 103 40' 14°. 6
2 1 07' 49". 3 103 44' 26". 5

3 1.1o' 17". 2 103 48'18". o
4 1.11'45'. 5 10351' 35'. 4

5 1 12' 26". I 10352' 50". 7
6 ) 16' io". 2 104 02. 00". 0

2. The co-ordinates of the points specified in paragraph 1 are geographical co -ordinates and the
boundary line connecting them is indicated on the chart attached as Annexure "A" to this
Treaty.

3. The actual locations of the above mentioned points at the sea shall be determined by a
method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.

4.  For the purpose o f paragraph 3, °Component authorities in relations to the Republic of
Indonesia means the Ketun Badan Koordinasi Survey dan Pemetacrn Nusionai (Chief of the
Coordinations Body for National Survey and Mapping) and in relations to the Republic of
Singapore means any person so authorized by the Government of the Republic Singapore.

Ar t ic l e IL
Any disputes between the two countries arising out of the interpretation or implementations of this

Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiations.

Sumber: Geodetic Datum of Indonesian Maritim Boundaries: Status and Problems, Hasanuddin
Z. Abidin, Sobar Sutrisna, T. Padmasari, J.Kahar and Klaas J. Villanueva, 2005.

Patut diperhatikan, perjanjian tersebut ternyata belum menyelesaikan
delimitasi Batas maritim untuk keseluruhan kawasan maritim yang
seharusnya didelimitasi. Perjanjian perbatasan tahun 1973 hanya
menyepakati 6 titik seperti disebutkan di atas. Sementara itu, masih
ada segmen di sebelah barat dan timur yang harus diselesaikan.
Sedangkan, Singapura sendiri sangat aktif melakukan reklamasi dan
konstruksi pelabuhan, yang berakibat pada perubahan bentuk
pantainya. Reklamasi secara signifikan telah menggeser garis pantai
Singapura ke arah selatan atau ke arah kedaulatan wilayah Indonesia.
Berikut adalah gambar peta kawasan yang harus didelimitasi oleh
Pemerintah Indonesia terkait dengan perkembangan proyek reklamasi.



10

'Wisnu Yudha AR, "Reklamasi Singapura sebagai Potensi Kontlik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia -
Singapora", Global & Strategis . Th I, No 2, Juli-Desember 2007, 120-137.

Gambar 1.4
Kawasan yang Harus di -Delimitasi

C;aris R2tas I ant Wilavah Indonesia – Sinoaraira
Gahs nancikal keoulanan Indonesia PP No 38/2002

Ka wa sa n v a r h o

Gambar tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perbatasan
Indonesia-Singapura pada 1973 hanya menyelesaikan wilayah selatan

sementara itu, w-ilayah segmen barat sepanjang 14 mil yang
berbatasan dengan Jurong Island dan segmen timur sepanjang 28 mil
yang berbatasan dengan Changi Airport belum ada perjanjian
perbatasan antara Indonesia dengan Singapura.
Dari berbagai proyek reklamasi yang dilakukan Singapura
mengaldbatkan daratan Singapura maju sejauh 12 km pada wilayah
yang belum didelimitasi batas wilayahnya di wilayah segmen barat.
Singapura juga memiliki masterplan pengembangan proyek reklamasi
hingga 2010. Sementara itu, perjanjian perbatasan Indonesia -
Singapura tahun 1973 hanya menyepakati 6 titik (v-line). Oleh karena
itu, dengan belum disepakatinya keseluruhan wilayah perbatasan
Indonesia-Singapura, hal tersebut menjadi ancaman potensi konflik
delimitasi wilayah perbatasan Indonesia -Singapura.
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Ketiadaan Referensi Geodesi (Datum Geodesi)
dalam Perjanjian Perbatasan Maritim Indonesia -Singapura

Satu hal penting yang belum tercantum dalam perjanjian perbatasan
Indonesia -Singapura 1973 adalah tidak disebutkannya datum geodesi
(referensi geodesi) secara eksplisit (Warsana, 2007). Datum geodesi
secara sederhana adalah referensi, sehingga koordinat di muka bumi
menjadi bermakna dan bisa diketahui posisinya di muka bumi.
Sedangkan secara ilmiah, datum geodesi adalah mengacu pada sistem
dengan parameter tertentu meliputi pusat sistem dan orientasinya
terhadap pusat bumi (Geodetic Datum of Indonesia Mariam
Boundaries: Status and Problem, Hasanuddin, Z. Abidin dkk).
Analogi sed.erhana terkait dengan datum geodesi adalah sebagai
berikut:

Seandainya permukaan meja adalah permukaan bumi, maka coba kita
bayangkan jika permukaan meja tersebut diberi garis -garis horisontal
dan vertikal sehingga terbentukiah kotak -kotak. Kita bayangkan jika
titik-titik pertemuan garis vertikal dan horisontal adalah titik -titik
koordinat. Koordinat suatu titik di atas meja akan diwakili oleh
komponen horisontal koma komponen vertikal. Misalkan suatu titik
berada di koordinat (2,3) artinya titik tersebut berjarak 2 kotak ke arah
kanan (horisontal), dan berjarak 3 ke arah atas (vertikal).
Jadi, dalam menentukan titik koordinat kita hams memiliki pusat
koordinatnya terlebih dahulu, dan posisi pusat koordinat tersebut
adalah salah satu komponen datum. Begitu pula dengan datum
geodesi. Dalam arti lain, bahwa bisa saja satu titik me miliki titik
koordinat yang sama, akan tetapi akan memiliki posisi geografis yang
berbeda ketika menggunakan referensi datum geodesi yang berbeda.
Untuk diketahui, ada beberapa datum geodesi yang berada di sekitar
wilayah Indonesia, yaitu: Kertau 48, Kerta u 68, Genuk, South Asia,
Indian 54, AGD (Australian Geodetic Datum) 1966.
Dalam perjanjian perbatasan Indonesia -Singapura tahun 1973 tidak
disebutkan datum geodesi secara spesifik. Artinya, koordinat keenam
titik yang ada dalam perjanjian tersebut (u-line) tidak dapat
ditentukan posisinya di permukaan bumi. Memang, perjanjian
perbatasan Indonesia-Singapura sudah rnemuat koordinat, tetapi tidak
disebutkan dan ditentukan referensi datum geodesinya, sehingga
sebenarnya tidak bisa ditentukan posisi pastinya di permukaan bumi.
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Datum adalah persoalan kesepakatan di antara kedua negara dalam
sebuah perjanjian perbatasan. Datum tidak ditentukan seperti apa
bentuk dan jenisnya, yang terpenting adalah disebutkan datum
tersebut. Dengan tidak disebutkannya referensi (datum geodesi) dalam
perjanjian perbatasan Indonesia -Singapura tahun 1973, maka
sebenarnya potensi delimitasi wilayah sangat mungkin terjadi, karena
belum adanya kejelasan mengenai posisi pasti perbatasan Indonesia -
Singapura (Warsana, 2007).

Perjanjian perbatasan Indonesia -Singapura tahun 1973 hanya
menyebutkan titik koordinat, tidak di sebutkan referensi datum
geodesinya, sehingga potensi konflik delimitasi perbatasan Indonesia -
Singapura dapat terjadi di wilayah perbatasan tersebut, karena dengan
tidak adanya referensi (datum geodesi), maka posisi pasti di
permukaan. bumi perbatasan Indo nesia-Singapura tidak dapat
ditentukan.

Potensi Konflik Akibat Aneaman Tenggelaninya Pulau Nipah
sebagai Pulau Terluar Perbatasan Indonesia -Singapura

Pulau Nipah merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Pulau
Nipah terletak di Provinsi Kepulauan Riau,  tepatnya berada di barat
laut Pulau Batam dan menjadi titik perbatasan antara Indonesia
dengan Singapura. Posisi koordinat pulau Nipah adalah 01 0 93" 13' Lli
dan 103° 39" if BT (www.dfa-deplu.go.id, 20034 Pulau Nipah juga
terletak di Selat Philips dan Selat Singapura yang merupakan selat
internasional dengan volume pelayaran sangat padat. Pulau Nipah
berada di tengah alur pelayaran internasional dengan frekuensi
pelayaran yang cukup tinggi sekitar 100 kapal/hari ya ng terdiri dari
kapal tanker, kargo, dan kapal tongkang (Retraubun, 2004: 31).
Pulau Nipah jelas memiliki nilai sangat strategis bagi Indonesia. Sebab,
posisi Pulau Nipah sebagai pulau terluar yang menjadi titik perbatasan
antara Indonesia dengan Singapura . Di Pulau Nipah juga terdapat 2
titik dasar (base point) menurut PP No. 38/2002, yaitu TD No. 190
dan No. 190A.

www.dfa-deplu.go.id


13

Wisnu Yudha AR, "Reklamasi Singapura sehagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia -
Singapura", Global & Strategis, Th I, No 2, Juli-Desember 2007, 120-137.

Gambar 5
Gambar Peta Lokasi Pulau Nipah

Sumber: Gambar didapat dari presentasi Departemen Luar Negeri RI dalam
Lokakarya Nasional I tentang Pembinaan Ketahanan Pulau -Pulau Terluar Melalui

Peningkatan Pemahaman Wawasan Ke bangsaan dan Cinta Tanah Air.
Lout Jakarta-P. Nipah, 21-26 Mei 2006

Dapat kita lihat dari peta tersebut, bahwa keberadaan Pulau Nipah
sangat strategis bagi Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Pulau
Nipah akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak pihak ka rena
kondisinya yang memprihatinkan. Pulai ini terancam tenggelam akibat
abrasi karena reklamasi yang dilakukan Singapura. Kehidupan biota
laut di sekitar Pulau Nipah juga rusak parah akibat penambangan pasir
laut yang dilakukan untuk keperluan reklamasi.
Pulau Nipah saat ini menghadapi ancaman resiko tenggelam karena
abrasi akibat penambangan pasir yang dilakukan di sekitar perairan di
Kepulauan Riau untuk keperluan proyek reldamasi Singapura. Luas
Pulau Nipah bahkan hanya sekitar 6 hektar ketika posisi ai r surut pada
2003 sebelum pemerintah memutuskan untuk melakukan reklamasi di
Pulau Nipah (Kompas, 26 November 2005).
Berdasarkan wawancara penulis dengan Domus Dumoli Agusman
(Direktur Perjanjian Ekonomi Sosial Budaya Departemen Luar Negeri
RI), ancaman hilangnya Pulau Nipah tidak berarti akan menggeser
garis perbatasan wilayah Indonesia -Singapura yang telah disepakati
pada 1973. Sebab, perjanjian itu sudah bersifat mengikat mengenai
perbatasan kedua negara dan sudah didaftarkan di PBB. Selain itu,
garis batas laut wilayah yang disetujui oleh Indonesia dan Singapura
menggunakan titik koordinat yang bukan dari hasil konstruksi titik
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dasar dan garis pangkal yang menyangkut Pulau Nipah menurut
No.4/Prp/196o tentang Perairan Indonesia. Konvensi \Vina tahun
1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional juga mengatur bahwa
batas antarnegara be rsifat final dan tidak tunduk pada ketentuan
tentang perubahan fundamental bagi tuntutan pembatalan perjanjian
internasional (Pasal 62). Karena itu, meskipun Pulau Nipah hilang
sekalipun, tidak berarti ikut menggeser perjanjian perbatasan
Indonesia-Singapura 1973•
Akan tetapi, yang perlu diperhatikan dari ancaman hilangnya Pulau
Nipah dengan perm asal ahan delimitasi perbatasan wilayah Indonesia
dengan Singapura adalah pengaruhnya terhadap posisi Indonesia dalam
perundingan batas maritim yang belum ditetapk an dengan Singapura,
yaitu di sehelah barat Selat Singapura (wilayah segmen barat). Seperti
sudah dijelaskan sebelumnya, perjanjian perbatasan Indonesia -
Singapura hanya menyepakati 6 titik wilayah di segmen selatan (v-
line), sedarmkan wilayah timur sepanja ng 28 mil dan wilayah barat
sepanjang 14 mil belum terselesaikan. Sementara itu, Palau Nipah
terletak di wilayah segmen barat, sehingga jika Pulau Nipah tenggelam,
jelas akan memengaruhi posisi Indonesia dalam perundingan bilateral
yang sedang dibicarakan sejak tahun 2005 oleh Indonesia dan
Singapura.

Kesimpulan
Proses reklamasi yang dilakukan oleh Singapura terbukti
memunculkan potensi konflik delimitasi perbatasan Indonesia -
Singapura. Adapun penyebab potensi konflik delimitasi perbatasan
Indonesia-Singapura akibat proses reklamasi adalah:

1. Adanya interpretasi berbeda dari pasal -pasal dalam UNCLOS 1982
terkait dengan proyek reklamsi yang dilakukan oleh Singapura.

2. Adanya perjanjian perbatasan antara Indonesia -Singapura tahun
1973 yang belum menyelesaikan selu ruh garis perbatasan antara
Indonesia dengan Singapura.

3. Tidak dicantumkannya referensi (datum geodesi) dalam perjanjian
perbatasan Indonesia -Singapura tahun 1973. Hal ini berakibat
tidak dapat ditentukannya posisi nyata di permukaan bumi
perbatasan antara Indonesia dengan Singapura.
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4. Ancaman hilangnya Pulau Nipah sebagai pulau ter luar perbatasan
Indonesia-Singapura. Ancaman ini akin merugikan posisi
Indonesia dalam perundingan lanjutan mengenai perbatasan
Indonesia-Singapura

Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran rekornendasi
berdasarkan basil penelitan, yaitu:
1. Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap

'wilayah perbatasan, khususnya perbatasan di daerah Pulau Nipah.
Hal ini didasarkan pada fakta hampir tenggelamnya Pulau Nipah
karena abrasi yang diakibatkan penambangan pasir yang dilakukan
oleh Singapura untuk keperluan reklamasi. Sementara itu, Pulau
Nipah adalah pulau terluar Indonesia dan penting sebagai titik
pengukuran perbatasan dengan negara tetangga (Singapura).

2. Pemerintah Indonesia harus menaruh perhatian lebih terhadap
proyek reklamasi yang dikembangkan oleh Singapura. Reklaniasi
menyebabkan daratan Singapura maju sejauh 12 km dari original
base line-nya. Sementara itu, proses perjanjian perbatasan
Indonesia-Singapura belum sepenuhnya terselesaikan. Perjanjian
perbatasan antara Indonesia -Singapura tahun 1973 hanya
menyepakati 6 titik (v-line), sedangkan belum ada garis perbatasan
antara Indonesia dengan Singapura di wilayah segmen barat clan
segmen timur.

3. Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia masih melakukan
perundingan bilateral dengan pih ak Singapura terkait dengan
penyelesaian masalah perbatasan. Ada beberapa poin yang harus
dicermati oleh Pemerintah Indonesia:
a. Penggunaan interpretasi dalam pasal -pasal UNCLOS,

khususnya pasal ii mengenai pelabuhan yang dapat digunakan
sebagai argumentasi hukum pihak Singapra untuk melakukan
delimitasi perbatasan.

b. Tidak adanya referensi (datum) geodesi dalam perjanjian
perbatasan Indonesia -Singapura. Jangan sampai hal ini
merugikan Indonesia dalam perundingan lanjutan mengenai
masalah perbatasan antara Ind onesia-Singapura.

c. Departemen Luar Negeri harus tetap memberikan dukungan
terhadap proyek reklamasi terhadap Pulau Nipah. Hal ini
terkait dengan posisi pulau Nipah sebagai titik dasar penarikan
batas wilayah Indonesia. Hilangnya Pulau Nipah bisa
berdampak pada perundingan lanjutan perbatasan yang saat
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ini masih berlangsung antara pemerinta h Indonesia dengan
Singapura.

4. Reldamasi Singapura menimbulkan permasalahan baru selain
permasalahan delimitasi perbatasan, yaitu mengenai rnasalah
kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia. Seperti diungkapkan
Domus Dumoli Agusman, reklamasi yang dilakukan  oleh
Singapura telah merusak kehidupan biota laut dan juga

mengakibatkan terjadinya abrasi pulau -pulau di wilayah
Kepulauan Riau. Penelitian lebih lanjut mengenai dampak
reldamasi terhadap kerusakan wilayah di Indonesia perlu
dilakukan untuk menyelamatkan  wilayah Indonesia dari kerusakan
yang lebih parah. Indonesia bahkan dapat mengajukan hal ini ke
International Tribunal (ITLOS) seperti yang dilakukan oleh
Malaysia menanggapi reklamasi yang dilakukan oleh Singapura,
karena dalam UNCLOS juga diatur mengena i perlindungan dan
pelestarian lingkungan laut, kerjasama antarnegara yang
berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, serta
iktikad baik dan penyalahgunaan hak (pasal 123, 194, 198, 200,
204, 205, 206, 210, dan 300, serta bab XII UNCLOS mengenai
"Protections and Preservations of The Marine Enviroment").

5. Reklamasi Singapura juga menyebabkan semakin menyempitnya
jalur pelayaran di Selat Phillips dan Selat Singapura, sedangkan
kawasan selat tersebut adalah kawasan dengan volume pelayaran
yang tinggi karena merupakan kelanjutan dari Selat Malaka.
Semakin menyempinya jalur ini jelas merugikan kepentingan
Indonesia. Kajian lebih mendalam mengenai masalah ini
diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional bangsa
Indonesia.
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